
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.874, 2014 KEMENKES. Jaminan Kesehatan Nasional. 
Pelaksanaan. Pedoman. 

 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2014 
TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat telah diselenggarakan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan, sebagai upaya memberikan 
perlindungan kesehatan kepada peserta untuk 
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 
kesehatan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan dalam upaya 
memberikan pemahaman program Jaminan Kesehatan 
Nasional kepada seluruh stakeholder terkait sehingga 
pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, efektif, 
efisien, transparan dan akuntabel perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5256); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 363); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);  

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
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Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 255); 

10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1392); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1400); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/ 
2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan 
Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan 
Penerima Bantuan Iuran; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan 
dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
589);  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL. 

Pasal 1 

Pengaturan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan 
untuk memberikan acuan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan, Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) dan Pihak 
Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan), peserta program 
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Jaminan Kesehatan Nasional dan pihak terkait dalam penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan Nasional. 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip-
prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu: 

a. Dana amanat dan nirlaba dengan manfaat untuk semata-mata 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

b. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik 
yang cost effective dan rasional. 

c. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas.  

d. Efisien, transparan dan akuntabel. 

Pasal 3 

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dimaksud dalam 
Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Juni 2014 
MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

NAFSIAH MBOI 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2014 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

AMIR SYAMSUDIN 
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LAMPIRAN 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 2014 
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN 
KESEHATAN NASIONAL 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN 
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sesuai dengan falsafah dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 
mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hal ini juga termaktub dalam 
pasal 28H dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap 
orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber 
daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, 
bermutu, dan terjangkau.  

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus 
berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal l34 ayat 2, 
yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan 
Sosial dalam perubahan UUD 1945, kemudian terbitnya Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 
menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku 
kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan 
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Melalui Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, pada 
hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

Untuk mewujudkan komitmen global sebagaimana amanat resolusi 
WHA ke-58 tahun 2005 di Jenewa yang menginginkan setiap negara 
mengembangan Universal Health Coverage (UHC)  bagi seluruh penduduk, 
maka pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan 
masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan 
menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, 
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